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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  05  TAHUN 2004

T E N T A N G

PENGOLAHAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMU KAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN

Menimbang 
:
a.
bahwa pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan sebagai bagian dari kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

b.
bahwa pengaturan air bawah tanah dan air permukaan dimaksudkan untuk memelihara kelestarian simber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat dari pengambilan air bawah tanah, agar keberadaan, persediaan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagai sumber daya alam tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan yang berpihak kepada kepentingan rakyat;

a. bahwa air bawah tanah dan air permukaan adalah hak guna air yang pengelolaannya di tujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkann teknis pengelolaannya berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah dan air permukaan; 

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b,c dan d tersebut diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan  Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; 

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 
tentang Pengairan, Lembaran Negara Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046;

2.
Undang – Undang Nomor 22 tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor  87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

3.
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01); 

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;

5. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun;

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah  Kabupaten Karimun tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

8. Air bBawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandungan air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah dan air yang terikut bersama-sama produksi minyak dan gas;

9. Air permukaan adalah semua air yang berasal dari sumber air yang terdapat pada atas permukaan tanah, termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat;

10. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air;

11. Artesis positif adalah air yang berada pada akuifer tertekan dimana potentsiometernya melebihi dari permukaan tanah;

12. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah;

13. Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah dan air permukaan;

14. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan air dan tujuan lain;

15. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan adalah untuk memperoleh, menggunakan dan memelihara air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan tertentu;

16. Eksplorasi air bawah tanah dan air permukaan adalah penyelidikan air bawah tanah dan air permukaan detail untuk menetapkan lebih teliti dan seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;

17. Inventarisasi air bawah tanah dan air permukaan adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah dan air permukaan;

18. Konservasi air bawah tanah dan air permukaan adalah pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaan, dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;

19. Pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan secara optimal dan berkelanjutan;

20. Rehabilitasi air bawah tanah dan air permukaan adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungann air bawah tanah dan air permukaan yang sudah rawan dan kritis agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur pelindungan lingkuangan;

21. Pembinaan air bawah tanah dan air permukaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan;

22. Pengendalian air bawah tanah dan air permukaan adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;

23. Pengawasan air bawah tanah dan air permukaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan;

24. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah dan air permukaan;

25. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah dan air permukaan pada ekuifer tertentu;

26. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air bawah tanah dan air permukaan pada suatu cekungan air bawah tanah dan air permukaan;

27. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual;

28. Izin, adalah kewenangan yang diberikan kepada orang dan / atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam bidang air bawaah tanah dan air permukaan;

29. Izin pemboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan pemboran air bawah tanah dan air permukaan;

30. Izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan;

31. Badan Usaha, adalah badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah.

B A B  II

AZAS

Pasal  2

(1) Ppengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan didasarkan azas-azas :

a. Fungsi sosial dan Nilai ekonomi;

b. Kemampuan umum;

c. Keterpaduan dan Keserasian;

d. Kesinambungan;

e. Kelestarian;

f. Keadilan;

g. Kemandirian;

h. Transparansi dan akuntabilitasi.

(2) Teknik pengelolaan Air Bawah Tanah dan air Permukaan berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah dan air permukaan.

(3) Hak atas air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

B A B  III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal  3

Wewenang dan tanggung jawab Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangan.

Pasal  4

Wewenang dan Tanggung Jawab Bupati / Kota melakukan Ppengelolaan cekungan air bawah tanah dan air permukaan yang berada dalam satu wilayah Kabupaten yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal  5

(1) Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagimana dimaksud Pasal 4 meliputi :

a. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan sesuai kebijakan, pedoman, prosedur standar, norma, persyaratan dan kreteria dibidang air bawah tanah dan air permukaan;

b. Melakukan iventarisasi dan perencanaan pemberdayaan air bawah tanah dan air permukaan dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan mata air dan / atau air permukaan;

c. Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air bawah tanah dan air permukaan;

d. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah dan air permukaan;

e. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan /atau mata air dan air permukaan.

f. Memberikan izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah / air permukaan (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA).

g.  Memberikan izin juru bor (SIJB) air bawah tanah.

h. Memberikan iziin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT).

i. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah.

j. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan / atau mata air, air permukaan.

k. Mendorong peran masyarakat dalam kegaiatan perencanaan, pendayaguanaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah dann air permukaan.

(2) Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana yang  dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tahap kegiatan :

a. Invetarisasi

b. Perencanaan pendayagunaan

c. Konservasi

d. Peruntukan pemanfaatan

e. Perizinan

f. Pembinaan dann pengendalian

g. Pengawasan

B A B  IV

INVENTARISASI

Pasal  6

(1) Kegiatan inventarisasi potensi air meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah dan air permukaan;

(2) Kegiatan inventarisasi potensi air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Sebaran cekungan air bawah tanah dan geometeri akuifer;

b. Kawasan imbuh dan luahan;

c. Karakteristik akuifer, dan potensi air bawah tanah dan air permukaan;

d. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;

e. Evaluasi dan neraca air bawah tanah dan aiir permukaan;

f. Data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah dan air permukaan.

(3) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dan air permukaan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana dan atau pola pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000 dan atau 1: 50.000.

(4) Evaluasi potensi air bawah tanah dan air permukaan dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan;

(5) Tata cara kegiatan inventarisasi  potensi air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (4) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B  V

PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN

Pasal  7

(1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan didsarkan pada hasil pengelolaan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 peraturan daerah ini.

(2) Kegiatan perencanan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan pada suatu wilayah cekungan air bawah tanah dan air permukaan.

(3) Kegiatan perencanan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dilakukan untuk pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

(4) Hasil perencanan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(5) Tata cara perencanan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dalam rangka pengendalian ditetapkan oleh Bupati.

B A B  VI

KONSERVASI DAN REHABILITASI

Pasal  8

(1) Untuk melindungi pelestarian air bawah tanah dan air permukaan dari pengerusakan dan pencemaran, perlu dilakukan upaya konsevasi dan rehabilitasi air bawah tanah dan air permukaan.

(2) Konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan pada azas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian air bawah tanah dan air permukaan, serta lingkunagan keberadaannya.

(3) Pelaksanan konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah dan air permukaan didasarkan pada :

a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Kajian kawasan imbuh (rechage area) dan lepasan (discharge area);

c. Perencanaan pemanfaatan;

d. Informasi pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah dann air permukaan.

Pasal  9

(1) Konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah dan air permukaan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Memperbesar daya serap air;

b. Pengendalian dan penertiban pengambilan air bawah tanah dan aiir permukaan;

c. Pengaturan lokasi ruang;

d. Pemulihan cekungan air bawah tanah;

e. Subsitusi pemakaian air bawah tanah dann air permukaan dari sumber lain;

f. Membuat sumber resapan dan sumur pantau.

(2) Tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal  10

Setiap orang dan atau / badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha dan /atau kegiatan eksplorasi dan / atau eksploitasi dan / atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang.

B A B  VII

PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal  11

(1) Peruntukan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.

(2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah adalah sebagai berikut :

a. air minum;

b. air untuk rumah tangga;

c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;

d. air untuk industri;

e. air untuk irigasi;

f. air untuk pertambangan;

g. air untuk usaha perkotaan;

h. air untuk kepentingan lain.

(3) Peruntukan dan pemanfaatan air bahwa tanah dan air permukaan untuk keperluan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dirubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat;

(4) Peruntukan air tanah artesis positif ditetapkan oleh Bupati.

B A B  VIII

PERIZINAN

Pasal  12

(1) Kegiatan eksplorasi, pengeboran, penggalian, penerapan dan pengambilan serta pemanfaatan air bahwa tanah dan air permukaan oleh orang dan / atau badan hukum baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati dan / atau Pejabat lainnya yang diberi wewenang menurut ketentuan yang berlaku dan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari  :

a. Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah;

b. Izin ekplorasi air bawah tanah;

c. Izin pengeboran air bawah tanah;

d. Izin penurapan mata air;

e. Izin pengambilan dan pemanfaatan pengeboran air bawah tanah dan air permukaan;

f. Izin pengambilan mata air.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku untuk jenis sumur gali dan sumur bor untuk keperluan rumah tangga dengan debit pengambilan paling besar 100 m3 perubahan;

(4) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah dapat dilakukan oleh badan hukum yang mempunyai izin pengeboran air bawah tanah dari Bupati;

(5) Tata cara pemberian persyaratan teknis dalam pemberian izin ditetapkan oleh Bupati.

(6) Permohonan perpanjangan izin dimaksud ayat (5) pasal 13 ini, harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya izin yang bersangkutan.

Pasal  13

(1) Surat izin dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat dicabut dan / atau dibatalkan apabila  :

a. telah berakihir jangka waktu berlakunya izin dan tidak diperpanjang lagi oleh pemegang izin;

b. melanggar persyaratan yang ditetapkan;

c. tidak memenuhi dan / atau mematuhi ketentuan yang berlaku.

(2)
Pencabutan dan / atau pembatalan izin diikuti dengan penutupan dan penyegelan oleh Bupati dan/ atau Pejabat lain yang ditunjuk.

B A B  IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal  14

(1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;

(2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi  :

a. Lokasi titik pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;

b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;

c. Pembatasan debit pengambilan air;

d. Penetapan teknis dan pemasangan alat ukur atau meter air;

e. Pendataan volume pengambilan air;

f. Teknis penurapan mata air;

g. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi;

h. Pelunasan pajak / retribusi pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal  15

(1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan meter air alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan air;

(2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

B A B  X

PEMBIAYAAN

Pasal  16

(1) Setiap pemberian izin perusahaan pengelolaan air bawah tanah, izin pengeboran, izin pengambilan air / pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dikenakan retribusi daerah.

(2) Besarnya retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B  XI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN

Pasal  17

(1) Pemegang Surat Izin Pengeboran (SIP) air bawah tanah berhak melakukan pengeboran air bawah tanah pada titik pengeboran dengan jumlah titik pengeboran pada yang telah ditetapkan;

(2) Pemegang Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) yang bersumber dari air bawah tanah dan air permukaan, berhak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air, sebagaimana diatur dalam SIPA yang bersangkutan;

(3) Pemegang SIPPAT berhak menggunakan instalansi bor yang telah mendapatkan izin dari Bupati dan atau Kepala Dinas untuk melakukan pengeboran air bwah tanah di dalam wilayah Kabupaten Karimun;

(4) Pemegang SIP, SIPA dan SIPPAT, berhak mendapatkan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun;

Pasal  18

(1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 13 pasal ini berkewajiban untuk :

a. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan eksploitasi dan pengeboran kepada Dinas Pertambangan dan Energi;

b. Melaporkan hasil kegiatan pengeboran berupa penampang batuan dari hasil pengeboran dan rekaman (well logging);

c. Memasang meter air pada setiap titik pengambilan air sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;

e. Membuat 1 (satu) sumur pantau untuk 5 (lima) sumur dalam 1 (satu) kawasan industri;

f. Melaporkan hasil kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air serta merta hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati;

g. Melaksanakan konsevasi, sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapakan dalam tata ruang wilayah yang bersangkutan;

h. Wajib memelihara dan tanggung jawab atas kerusakan meter air.

B A B  XII

BIAYA OPERASIONAL DAN UANG PERANGSANG

Pasal  19

(1) Kepada instansi teknis yang melakukan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan diberikan uang perangsang sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah penerimaan pajak dan retribusi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;

(2) Biaya operasional pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan;

(3) Uang perangsang dan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikelola Dinas Pertambangan dan Energi. 

B A B  XIII

PELANGGARAN

Pasal 20

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggran apabila :

a. Merusak, melepas, menghulangkan dan memindahkan meter / alay ukur debit air atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;

b. Mengambil air dari pipa sebelum meter air;

c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;

d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;

e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;

f. Memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;

g. Mengubah konstruksi penurupan mata air;

h. Tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;

i. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;

j. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;

k. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;

l. Melaukan pencemaran dan pengerusaakan lingkungan air bwah tanah dan air permukaan.

B A B  XVI

PENYIDIKAN

Pasal  21

(1) Selain pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikian setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B  XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal  22

(1) Barang siapa melakukan pelanggaran yang dimaksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 20 dapat dipidana kurangan 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah);’

(2) Ketentuan yang dimaksud pasal 12 ayat (1) jika berdampak terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketenmtuan undan-undang yang berlaku.

B A B  XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  23

(1) Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal  24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

=

Disahkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal   21 Mei  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  

Pada Tanggal,  24 Mei  2004

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK

Pembina Utama Muda

NIP.090013135

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  06  TAHUN 2004

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI  KARIMUN

Menimbang 
:
a.
bahwa dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu dilakukan penataan organisasi rumah sakit daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun;

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495;

2.
Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

5.
Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);

3. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Kerja Pengelolaan Keuangannya;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor  70);

5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERASH KABUPATEN KARIMUN

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Karimun.

6. Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan semua bidang dan semua jenis penyakit.

8. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyatun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.

9. Kepala adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Karimun..

11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

12. Badan Layanan Umum adalah instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

B A B  II

BENTUK HUKUM

Pasal  2

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai lembaga teknis Daerah yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karimun.

B A B  III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal  3

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Karimun dengan manajemen berbasis kinerja.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun selanjutnya disebut RSUD memberikan pelayanan dibidang medis khususnya pelayanan rujukan.

Pasal  4

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur  yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada  Bupati Karimun melalu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal  15

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas:

a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan uapaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksankan upaya rujukan.

b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimunmempunyai fungsi :

a. Pelayanan Medik;

b. Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;

c. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;

d. Pelayanan Rujukan;

e. Pendidikan dan Pelatihan;

f. Penelitian dan Pengembangan;

g. Administrasi dan Keuangan.

B A B  IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal  6

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari :

1. Kepala

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pelayanan

4. Seksi Keperawatan

5. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kesehatan

6. Komite Medik

7. Instalasi

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal  7

(1) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun merupakan jabatan Struktural diberikan Eselon III A dimana pengankatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun.

(2) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina pelaksanaan, mengembangkan dan mengkoordinasikan fasilitas-fasilitas rumah sakit serta sumber daya dengan tujuan agar asuhan klinis dilaksankan secara efisien efektif serta bermutu tinggi.

(3) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan  pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimunmrmbangundan menjaga hubungan baik serta bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

Pasal  8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala diberikan jabatan Eselon IV A.

(2) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Pengelolaan urusan umum dan kesekretariatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Pengelolaan urusan keuangan

c. Pengelolaan urusan kepegawaian.

Pasal  9

(1) Seksi pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi diberikan jabatan Eselon IV A.

(2) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas  :

a. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medik dan penunjang medik

b. Melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatn pelayanan medik dan penunjang medik.

c. Melakukan pengawasan serta pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal  10

(1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi diberikan jabatan Eselon IV A. 

(2) Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas  :

a. Melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan.

b. Melakukan bimbingan etika dan mutu keperawatan.

c. Melakukan kegiatan upaya penyuluhan kesehatan kepada pasien serta penyusunan program dan evaluasi bidang keperawatan.

Pasal  11

(1) Seksi Perencanaan dan pengembangangan kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi diberikan jabatan Eselon IV A

(2) Kepala Seksi Perencanaan dan pengembangangan kesehatan mempunyai tugas  :

a. Melakukan penyusunan perencanaan dan pengolahan rekam medik.

b. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan.

c. Melakukan kegiatan pengembangan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.

Bagian  Ketiga

Unit Instalasi

Pasal  12

(1) Unit Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun  terdiri dari  :

1. Instalasi Patologi Anatomi yang berfungsi  memberikan pelayanan untuk pemeriksaan jaringan tubuh atau bagian dari tubuh yang dilakukan oleh seorang dokter spesialis.

Tugas pokok  Instalasi Patologi Anatomi  :

a. memberikan pelayanan pemeriksaan jaringan tubuh.

b. Mengembangkan metode pemeriksaan berdasarkan ilmu dan teknologi

2. Instalasi  Laboratorium Klinik yang berfungsi memberikan pelayanan laboratorium klinik rumah sakit dalam membantu mengakkan diagnosa dokter.

Tugas pokok dari Instalasi Laboratorium Klinik adalah  :

a
Melakukan pemeriksaan laboratorium klinik secara keseluruhan baik rutin maupun khusus.

b.
Mengembangkan metode pemeriksaan di laboratorium klinik berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi.

3. Instalasi Rawat Inap berfungsi memberikan pelayanan untuk pasien yang memerlukan perawatan rawat inap.

Tugas pokok Instalasi Rawat Inap adalah  :

a. Melakukan kegiatan pelayanan perawatan dan pengobatan.

b. Menjamin kebersihan, ketenangan dan kenyamanan ruangan perawatan dan fasilitas yang ada.

4. Instalasi Rawat Khusus berfungsi memberikan pelayanan meliputi UGD, ICU, ICCU, Perinatologi, Ruang Bedah.

Tugas pokok Instalasi Rawat Khusus adalah  :

a. Memberikan pelayanan unit gawat darurat.

b. Menjamin terlaksananya pelayanan ruangan intensif  yang sesuai.

c. Menjamin terlaksananya pelayanan ruang bedah yang sesuai.

5. Instalasi Rawat Jalan berfungsi memberikan pelayanan untuk pasien yang memerlukan pelayanan poliklinik yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, spesialis dasar dan spesialis luas maupun medical chek up.

Tugas poko Instalasi Rawat Jalan  :

a. Melakukan kegiatan pelayanan dipoliklinik umum, gigi, spesialis dasar dan spesialis luas.

b. Menjamin terlaksananya pelayanan medical chek up dan rehabilitasi medis.

6. Instalasi Farmasi berfungsi menyediakan dan menyimpan obat-obatan, gas medis, bahan dan alat kesehatan serta peralatan penunjang kesehatan.

Tugas pokok Instalasi Farmasi  :

a. Peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medis dan bahan kimia.

b. Penyimpanan dan penyaluran alat-alat kesehatan dan peralatan penunjang kesehatan.

7. Instalasi gizi berfungsi memberikan pelayanan asupan gizi pada pasien yang dirawat inap dan memberikan pelayanan konsultasi gizi bagi pasien.

Tugas pokok Instalasi Gizi  :

a. Penyediaan pengolahan dan penyaluran makanan.

b. Pelayanan gizi diruang rawat inap.

c. Penyuluhan dankonsultasi gizi.

d. Penelitian dan pengembangan gizi.

8. Instalasi Radiologi merupakan pelayanan kesehatan yang menggunakan sinar X dan pencitraan untuk membuat radiograf yang membantu menegakkan diagnosa.

Tugas pokok Instalasi Radiologi  :

a. Memberikan pelayanan rontgen kontras.

b. Memberikan pelayanan rontgen non kontras.

c. Memberikan pelayanan scening.

9. Intalasi rehabilitasi medis berfungsi memberikan pelayanan pemulihan kesehatan.

Tugas pokok rehabilitasi medis meliputi kegiatan penyembuhan semaksimal mungkin pada pasien sesudah kehilangan fungsi dan kemampuan.

10. Instalasi pemulasaraan jenazah berfungsi menyediakan pelayanan untuk perawatan jenazah.

Tugas pokok Instalasi pemulasaraan jenazah melakukan perawatan, penyimpanan jenazah, autopsi dan ruang duka.

11. House Keeping berfungsi menyediakan jasa kebersihan, keindahan, kerapian dan kenyamanan di rumah sakit baik di ruangan umum dan diluar gedung lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

12. Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit berfungsi melakukan pemeliharaan sarana Rumah Sakit baik dalam maupun luar gedung guna kelancaran pelayanan yang mendukung seluruh kegiatan rumah sakit meliputi air bersih, listrik , penangkal petir, diesel generator, air panas,  gas medik pengolahan limbah/cairan buangan, AC, elektro medik, radiologi, kedokteran nuklir.

B A B  V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal  13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas rumah sakit sesuai kebutuhan :

d. Kelompok jabatan fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.

f. Jenis dan jenjang kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama

Komite Medik

Pasal  14

(1) Komite Medik adalah sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.

(2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun

(3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.

(4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio.

(6) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.

Bagian Kedua

Staf Medik Fungsional

Pasal  15

(1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis yang bekerja di Instalasi dalam Jabatan Fungsional.

(2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksankan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas Staf Medik Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahlian.

B A B  VI

DEWAN PENYANTUM

Pasal  16

(1) Dewan Penyantun adalah kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, Tokoh Masyarakat dan Pakar Kesehatan.

(2) Dewan Penyantun mengarahkan kepada dalam melaksanakan Misi dan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

(3) Dewan Penyantun terdiri dari sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

(4) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun/Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

B A B  VII

TATA KERJA

Pasal  17

(1) Dalam melaksankan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

(2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

(3) Kepala berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

B A B  VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal  18

Kepegawaian, jenjang jabatan dan keangkatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  19

Peraturan Daerah ini akan diadakan perubahan setelah keluar Keputusan Presiden yang mengatur tentang Rumah Sakit. Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

B A B  X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal  21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal   21  Mei  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Karimun

Tanggal : 24 Mei  2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 28

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARIMUN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu organisasi dan tata kerja Rumah Sakit yang ada harus menyesuaikan dan mempedomaninya.

Rumah Sakit Umum Daerah Kbupaten Karimun merupakan Rumah Sakit baru di Kabupaten Karimun harus mempunyai SOT yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah agar dapat dikelola dan diopersionalkan dengan sempurna.

Penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun merupakan langkah upaya pelembagaan suatu organisasi yang didalamnya mencakup perumusan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja yang berlandasankan pada prinsip  jalur dan staf, prinsip fungsionalisasi, prinsip pembagian habis tugas, serta prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksana kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dalam menjalankan visi dan misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal  1: Cukup jelas 

Pasal  2: Cukup jelas 

Pasal 3

Ayat  1 : Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun memakai sistem Indeks Prestasi kerja (IPK) yang mengutamakan pelayanan.

Pasal 4

Ayat 1 :  Kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun menunjukkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun yang beralokasi di Ibu Kota Tanjung Balai Karimun.

Ayat  2  :
Pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun kepada Bupati Karimun melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dimaksudkan agar hal-hal yang menyangkut kebijakan tehnis fungsional dapat dikoordinasikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 5


Ayat  1  : 
Cukup jelas 


Ayat  2  :


a. Pelayanan Medis : Pelayanan Dasar, Spesialistik dan sub Spesialistik.

b. Penunjang medis mencakup antara lain  : raqdiologi, anastesiologi, patologi klinik, patologi anatomi, Gizi farmasi dan rehabilitasi medik.


Penunjang non medis mencakup antara lain  :  binatu (loundry), pemeliharaan Rumah Sakit Karimun dan Pemulasaraan Jenazah.

c. Cukjup jelas

d. Pelayanan rujukan mencakup  : rujukan IPTEK, spesimen. Dan pasien

e. Pendidikan dan pelatihan dapat mencakup  :  tenaga medis, para medis dan non medis.

f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun

g. Cukup jelas

Pasal 6


Ayat  1 : Cukup jelas


Ayat  2 : Cukup jelas

Pasal 7


Ayat  1 : Cukup jelas


Ayat  2 : Cukup jelas

Pasal 8


Ayat  1 : Cukup jelas


Ayat  2 : Cukup jelas

Pasal 9


Ayat  1 : Cukup jelas

Ayat 2  :
Mencakup penyiapan rencana kebutuhan tenaga medis, non medis dan fasilitas unsur instalasi serta melakukan pengendalian.

Pasal 10


Ayat  1 : Cukup jelas

Ayat
2
:
Bimbingan pelaksanaan mencakup perencanaan kebutuhan dan penyediaan tenaga para medis perawatan serta pelayanan asuhan keperawatan

Pasal 11


Ayat  1 : Cukup jelas


Ayat  2 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat  1 :  Anggota komite medik terdiri dari ketua kelompok staf medis fungsional dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun

Ayat
2
 :
Komite medis melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun


Ayat  3  : 
Cukup jelas


Ayat  4  : 
Cukup jelas

Ayat  5  : 
Panitia yang dapat dibentu antara lain  :  Panitia pengendalian infeksi nosokomial, panitia rekam medis, panitia farmasi dan terapi, panitia kredinsial, panitia audit medik, panitia jaringan lain-lain.

Ayat  6  : 
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat  1  : 
Semua Dokter umum, Dokter gigi dan Dokter spesialis yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dalam jabatan fungsional secara otomatis menjadi staf medis fungsional dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesi yang dimilki dengan merujuk kepada fungsi-fungsi yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun


Ayat  2  : 
Cukup jelas

Ayat  3  :
Kelompok-kelompok dari staf medis fungsional dapat dibentuk berdasarkan spesialisasi dikelompokkan dengan cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.

Pasal 16


Ayat  1  :
Cukup jelas

Ayat  2  : 
Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dimaksud adalah menjadikan Rumah Sakit yang memiliki pelayanan kesehatan prima menuju Karimun mandiri 2015. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun adalah membrikan pelayanan bermutu dengan biaya terjangkau kepada semua lapisan masyarakat dan menerapkanmanajemen frofesional berbasis kinerja.

Ayat 3   :
Cukup jelas.

Ayat 4   :
Dewan Penyantun memberikan masukan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun agar berorientasi kepada pengembangan dan pengabdian 

Pasal 17


Ayat  1  : 
Cukup jelas

Ayat  2  : 
Institusi pelayanan kesehatan lainnya meliputi Rumah Sakit  lain dan Puskesmas secara medis langsung berada dibawahnya

Ayat 3  :
Cukup jelas

Pasal 18  :
Eselonisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru

Pasal 19  :
Sebelum keluar Keputusan Presiden yang baru maka Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap berlaku.

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN


[image: image3]
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  07  TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN

PENGHAPUSAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa dalam upaya memenuhi tuntutan situasi dan kondisi yang berkembang terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya penataan wilayah dengan cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan; 

b.
bahwa untuk penataan wilayah dengan cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan perlu adanya penetapan batas-batas pemekaran wilayah ;

c.
bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan. 

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2.
Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3.
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2902); 

4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN.

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

6. Camat adalah Kepala Kecamatan;

7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan;

9. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan  Pemerintahan Kelurahan;

10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemutusan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan kegiatan ekonomi;

11. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar atau didalam wilayah kelurahan-kelurahan yang telah ada;

12. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;

13. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru.

B A B  II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal  2

(1) Tujuan Pembenbtukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat.

(2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibentuk kawasan Perkotaan;

(3) Desa-desa dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat diusulkan oleh pemerintah desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.

(4) Usul Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pasal ini setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan.

Pasal  3

Dengan ditetapkannya Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, kewenangan desa menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah  kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Bagian Kedua

Syarat Pembentukan

Pasal  4

(1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat dan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut  :

a. Faktor jumlah penduduk sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 10.000. jiwa atau 2.000 KK.

b. Faktor luas wilayah, yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

c. Faktor letak, wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan.

d. Faktor prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik Pemerintahan.

e. Sosial budaya, agama dan adat-istiadat.

f. Faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.

(2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain :

a. majemuk

b. lebih dinamis

c. sensitif dan kritis

d. mayoritas sosial ekonomi sudah terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

B A B  III

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal  5

(1) Didalam pembentukan Kelurahan atau disebut nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang di bentuk.

(2) Jika dipandang perlu pelaksanaan pemerintah pembangunan dan pelayanan masyarakat dan dapat dibentuk beberapa lingkungan.

(3) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut.

B A B  IV

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN 

Pasal 6

(1) Kelurahan yang masyarakat dan wilayah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) atau yang memenuhi persyaratan dapat dimekarkan, dapat digabungkan dan dihapuskan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan Lurah melalui Camat kepada Bupati.

(2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.

(3) Atas persetujuan DPRD Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Penggabungan atau Pengahapusan Kelurahan.

Pasal  7

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

Pasal  8

(1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan milik Pemerintah Desa menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

(2) Kekayaan dan sumber-sumber kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

B A B  V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  10

Hal-hal yang mengatur masalah Struktur dan Organisasi Tata Kerja Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal  11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B  VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal   7  Juni  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  14  Juni   2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 28

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  07 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN

PENGHAPUSAN KELURAHAN 

1. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan. Daerah sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Daerah Otonom mempunyai kewenangan menyusun Peraturan Daerah untuk membentuk Kelurahan dengan berdsarakan pada Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan adalah bersumber dari :

a. Prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat yang dilaksanakan mekanisme Pemerintah Kelurahan dan Persetujuan Bupati ;

b. Kondisi sosial masyarakat dan asal usul Kelurahan.

Selain kedua hal tersebut diatas, juga harus mempunyai persyaratan sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk;

b. Luas Wilayah;

c. Sosial Budaya;

d. Potensi Kelurahan;

e. Sarana dan Prasarana.

II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasa  1
:



Cukup jelas

Pasa  2
:



Cukup jelas

Pasa  3
:



Cukup jelas

Pasa  4
:



Cukup jelas

Pasa  5
:



Cukup jelas

Pasa  6
:



Cukup jelas

Pasa  7
:



Cukup jelas

Pasa  8
:



Cukup jelas

Pasa  9
:



Cukup jelas

Pasa  10
:



Cukup jelas

Pasa  11
:

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga atau sebutan lain, Rukun Warga atau sebutan lain dan Lingkungan.

Pasa  12
:



Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  08  TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELURAHAN HARJOSARI DAN 

KELURAHAN DARUSSALAM KECAMATAN TEBING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Karimun pada umumnya serta Kecamatan Tebing khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang; 

b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan Jumlah penduduk, serta wilayah, sosial budaya dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintah, Pembangunan dan pemberian Pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam sebagai pemekaran dari Desa Kampung Harapan dan Desa Jelutung;

c.
bahwa memenuhi maksud tersebut diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam Kecamatan Tebing.

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



2.
Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3.
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 999 tentang Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat  (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001;

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN HARJOSARI DAN KELURAHAN DARUSSALAM KECAMATAN TEBING.

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

6. Camat adalah Kepala Kecamatan;

7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan;

9. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan  Pemerintahan Kelurahan;

10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemutusan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan kegiatan ekonomi;

11. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar atau didalam wilayah kelurahan-kelurahan yang telah ada;

12. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;

13. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru;

14. Kelurahan Harjosari adalah Desa Kampung Harapan Kecamatan Tebing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat.

15. Kelurahan Darussalam adalah Desa Jelutung Kecamatan Tebing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat.

B A B  II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

HARJOSARI DAN KELURAHAN DARUSSALAM

Pasal  2

(1) Tujuan Pembenbtukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna.

(2) Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah dan persyaratan yang dibentuk sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(3) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam dalam wilayah Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Pasal  3

(1) Kelurahan Harjosari berasal dari Desa Kampung Harapan mempunyai Luas Wilyah ±  5,5 Km2, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Tebing, Teluk Uma, Pamak.

2. Sebelah Barat  berbatasan dengan kecamatan Meral, kelurahan Pamak.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Kapling.

4. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Meral.

(2) Kelurahan Darussalam berasal dari Desa Jelutung mempunyai Luas Wilayah ± 6,3 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pongkar.

2. Sebelah Barat  berbatasan dengan kecamatan Meral, kelurahan Pamak.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Kapling.

4. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Meral.

Pasal  4

(1) Kelurahan Harjosari mempunyai 3 (tiga) Lingkungan yaitu  :

1. Lingkungan I, Kampung Harapan terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.

2. Lingkungan II, Bangun Sari  terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.

3. Lingkungan III, Alor Jongkong terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.

(2) Kelurahan Darussalam mempunyai 3 (tiga) Lingkungan yaitu  :

1. Lingkungan I, Jelutung terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.

2. Lingkungan II, Lembah Permai terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.

3. Lingkungan III, Guntung Punak terdiri dari 2 (dua) RW dan 3 (tiga) RT.

B A B  III

PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal  5

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, ditunjuk dan dilantik seorang Lurah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal  6

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, ditunjuk dan dilantik Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal  7

Dengan terbentuknya Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam dapat dibentuk beberapa Lingkungan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dari masing-masing Kelurahan tersebut.

Pasal  8

(1) Dengan terbentuknya Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam dan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, maka Camat Tebing, Pjs. Kepala Desa Kampung Harapan dan Pjs. Kepala Desa Jelutung, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, mengimpentarisasi dan mengatur penyerahan kepada Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan  :

a. Pegawai / Tenaga Honor yang karena jabatannya diperlukan oleh Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam.

b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa Kampung Harjosari dan Darussalam.

c. Perlengkapan Kantor, arsip, dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan Harapan Jaya dan Kelurahan Darussalam.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diresmikannya Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam.

Pasal  9

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Bangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, segala pembiayaan yang diperlukan pada enam bulan pertama sebelum dimasukkan dalam APBD Kabupaten Karimun, masing-masing dibebankan pada Anggaran Rutin Kecamatan Tebing.

B A B  IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur tentang kelurahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B  V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal   7  Juni  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  14  Juni   2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 30

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  08 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN HARJOSARI DAN

KELURAHAN DARUSSALAM KECAMATAN TEBING

1. UMUM

Kelurahan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan. Dengan demikian tujuan pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan  tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Hal yang penting diperhatikan dalam pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam adalah dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Kelurahan dan persyaratan yang dibentuk sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

II.
PASAL DEMI PASAL


Pasa  1
:



Cukup jelas

Pasa  2
:



Wilayah Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, yang sebelum dibentuk menjadi Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam merupakan Desa Kampung Harapan dan Desa Jelutung Kecamatan Tebing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun  Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukandan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat.


Pasal  3

Penetapan batas wilayah secara pasti untuk Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan atas penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.


Pasal  4

Pembentukan Lingkungan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Pasa  5
:



Cukup jelas

Pasa  6
:



Cukup jelas

Pasa  7
:



Cukup jelas

Pasa  8
:


ayat (1)

Dengan trbentuknya Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai / honorer, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan Desa Kampung Harapan dan Desa Jelutung. Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Kampung Harapan dan Desa Jelutung kepada Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam. 

ayat  (2)

Yang dimaksud sejak diresmikannya Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam adalah terhitung sejak dilantiknya Pejabat / Lurah Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam, didahului dengan peresmian pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam oleh Bupati Karimun.

Pasal  9

Ayat (1)


Yang dimaksud pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, perlengkapan kantor, sarana mebel dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Ayat  (2)



Cukup jelas

Pasa  10
:



Cukup jelas

Pasa  11
:



Cukup jelas

Pasa  12
:



Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN


[image: image5]
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  09  TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN MORO DAN

KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Karimun pada umumnya serta Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang; 

b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan Jumlah penduduk, serta luas wilayah, sosial budaya dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan pemberian Pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Desa Tanjung Kilang dan Desa Semembang di Kecamatan Moro dan membentuk Desa Ngal di Kecamatan Kundur;

c.
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa di Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur; 

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



2.
Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3.
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 

4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

6.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2001);

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2003);

6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2004 Nomor 29);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN MORO DAN KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN.

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

6. Camat adalah Kepala Kecamatan;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

8. Desa adalah Kepala Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan yang mengatur dan menhurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;

10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa yang ada  dalam wilayah kabupaten menjadi satu desa;

B A B  II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH DESA TANJUNG KILANG DAN DESA SEMEMBANG KECAMATAN MORO

Pasal  2

(1) Tujuan Pembentukan Desa Tanjung Kilang dan Desa Semembang adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

(2) Desa Tanjung Kilang dan Desa Semembang dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(3) Desa Tanjung Kilang dan Desa Semembang masing-masing terdiri dari 4 (empat) Kepala Urusan dan 3 (tiga) Kepala Dusun.

Pasal  3

(1) Desa Tanjung Kilang mempunyai Luas Wilayah ±18 Km2, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mandah.

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kateman.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sanglar.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Durai.

(2) Desa Semembang mempunyai Luas Wilayah ± 20 Km2, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Durai.

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kateman.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sanglar.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indra Giri Hilir.

B A B  III

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH DESA NGAL

KECAMATAN KUNDUR  KABUPATEN KARIMUN

Pasal  4

(1) Tujuan Pembentukan Desa Ngal adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

(2) Desa Ngal terbentuk dari Pemekaran Kelurahan Alai Kecamatan Kundur atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(3) Desa Ngal terdiri dari 4 (empat) Kepala Urusan dan 3 (tiga) Kepala Dusun.

Pasal  5

(1)
Desa Ngal terdiri dari Pulau Mandah, Pulau Babi, Pulau Manggas, Pulau Ngal, Pulau Peropos, Pulau Sekupang Besar mempunyai luas wilayah ± 54 Km2, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebuh Kecamatan Kundur Utara.

2.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Alai.

3.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sanglar.

4.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Durai.

B A B  IV

ORGANISASI DESA

Pasal  6

(1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Tanjung Kilang, Desa Semembang dan Desa Ngal, dipilih dan dilantik seorang Kepala Desa, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Daesa Tanjung Kilang, Desa Semembang dan Desa Tanjung Ngal ditunjuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

B A B  V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  8

Dengan terbentuknya Desa di Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur, secara tehnis administrasi Pemerintahan dan Operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Karimun.

Pasal  9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B  VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal   9  Agustus  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  12  Agustus  2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 31

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  09 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN MORO DAN 

KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

I.
UMUM

Desa, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakata hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

II.
PASAL DEMI PASAL


Pasa  1
:



Cukup jelas

Pasa  2
:



Cukup jelas


Pasal  3

Penetapan batas wilayah secara pasti untuk Desa Tanjung Kilang dan Desa Semembang, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan atas penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.


Pasal  4


Cukup jelas

Pasa  5
:

Penetapan batas wilayah secara pasti untuk Desa Ngal Kecamatan Kundur, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan atas penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.

Pasa  6
:



Cukup jelas

Pasa  7
:



Cukup jelas

Pasa  8
:



Cukup jelas

Pasa  9
:



Cukup jelas

Pasa  10
:



Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  10  TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN DURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Karimun pada umumnya serta Kecamatan Moro khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang; 

b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan Jumlah penduduk, serta luas wilayah, sosial budaya dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan pemberian Pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Kecamatan Durai sebagai pemekaran dan Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;

c.
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Durai. 

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



2.
Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3.
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 

4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

5.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

6.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan Kecamatan.

8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DURAI.

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;

5. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;

6. Camat adalah Kepala Kecamatan;

7. Kecamatan Durai adalah Kecamatan yang berasal dari Desa Durai, Desa Sanglar, Desa Tanjung Kilang dan Desa Semembang di wilayah Kabupaten Karimun.

B A B  II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DURAI

Pasal  2

(1) Tujuan Pembentukan Kecamatan Durai adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Kecamatan Durai dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan faktor jumlah Penduduk, luas wilayah dan persyaratan yang dibentuk sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(3) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Durai dalam wilayah Kabupaten Karimun.

Pasal  3

Kecamatan Durai berasal dari Desa Durai, Desa Sanglar, Desa Tanjung Kilang dan Desa Semembang mempunyai Luas Wilayah ±5200 Hh ( 52 Km2), dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai.

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indra giri  Hilir.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Batam.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indra giri  Hilir.

Pasal  4

Kecamatan Durai mempunyai 4 (empat) Desa yaitu  :

1. Desa Durai.

2. Desa Sanglar.

3. Desa Tanjung Kilang.

4. Desa Semembang.

B A B  III

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal  5

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Durai, ditunjuk dan dilantik seorang Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal  6

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kecamatan Durai, ditunjuk dan dilantik Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal  7

Dengan terbentuknya Kecamatan Durai dapat dibentuk beberapa kelurahan dan Desa yang disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah Kecamatan Tersebut.

Pasal  8

(1) Dengan terbentuknya Kecamatan Durai dan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Durai, maka Camat Moro, Kepala Desa Durai, Kepala Desa Sanglar, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing mengimpentarisasi dan mengatur penyerahan kepada Kecamatan Duarai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan  :

a. Pegawai / tenaga honor yang karena jabatann ya diperlukan oleh Kecamatan Durai.

b. Tanah, Bangunan, barang, bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Durai dan Desa Sanglar.

c. Perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Durai.


(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Durai.

B A B  IV

PEMBIAYAAN

Pasal  9

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Durai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan terhitung sejak diresmikannya pembentukan kecamatan Durai, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dimasukkan dalam APBD Kabupaten Karimun, masing-masing dibebankan pada Anggaran Rutin Kecamatan Moro.

B A B  V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal  11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B  VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal   20  Agustus  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  25  Agustus  2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 31

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  10 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN DURAI

I.
UMUM



Kecamatan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 atentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan perangkata Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan. Dengan demikian tujuan pembentukan Kecamatan Durai untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangaunan.



Hal yang penting diperhatikan dalam pembentukan Kecamatan Durai adalah dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Kecamatan dan persyaratan yang dibentuk sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.



Dengan adanya hal tersebut diatas dan memperhatikan rentang kendali dalam efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dipandang perlu membentuk Kecamatan Durai.



Dengan dibentuknya Kecamatan Durai akan dapat mendorong peningkatan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.


II.
PASAL DEMI PASAL


Pasa  1
:



Cukup jelas

Pasa  2
:


Wilayah Kecamatan Durai yang sebelum di bentuk menjadi Kecamatan Durai merupakan Desa Durai, Desa Sanglar, Desa Tanjung Kilang, dan Desa Semembang Kecamatan Moro.


Pasal  3

Penetapan batas wilayah secara pasti untuk Kecamatan Durai akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul tim teknis pembentukan Kecamatan Durai atas penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.


Pasal  4


Pembentukan Kelurahan dan Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Pasa  5
:

Cukup jelas
Pasa  6
:



Cukup jelas

Pasa  7
:



Cukup jelas

Pasa  8
:


Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Durai untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai / honorer, tanah, gedung, perkantoran beserta perlengkapannya serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan Desa Durai dan Desa Sanglar.



Dalam rangka dan tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Durai dan Desa Sanglar, kepada Kecamatan Durai.


Ayat (2)



Yang dimaksud sejak diresmikannya Kecamatan Durai adalah terhitung sejak dilantiknya Pejabat / Camat Kecamatan Durai didahului dengan peresmian pembentukan Kecamatan Durai oleh Bupati Karimun.

Pasa  9
:



Ayat (1)


Yang dimaksud pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, perlengkapan kantor, sarana mebel dan saran mobilitas serta biaya operaisonal bagi kelancaraan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Ayat (2)


Cukup jelas

Pasa  10
:



Cukup jelas

Pasa  11
:



Cukup jelas

Pasa  12
:



Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  11  TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka dalam upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan dipandang perlu dilakukan, pembinaan, pengawasan/pengendalian dan perlindungan terhadap tenaga kerja di daerah;

b.
bahwa sehubungan dengan huruf a maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan. 

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1954 
tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan; 



2.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 2918);



3.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);



4.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



5.
Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6.
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 

7.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

8.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Tenaga Asing (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1958);

9.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan  :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Bupati adalah Bupati Karimun;

4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melaukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, atau Organisasi yanng sejenis, Lembaga, bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.

7. Retribusi adalah pungutan sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

8. Retribusi Pelayanan dibidang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Retribusi adalah pemberian perizinan tertentu dibidang Ketenagakerjaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Norma keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri, kesejahteraan Tenaga Kerja, Pelatihan Tenaga Kerja, penggunaan barang / prasarana / sarana atau fasilitas tertentu dibidang ketenagakerjaan guna melindungi kelestarian lingkungan kerja.

9. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

11. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengawasan atau pengendalian atas kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna menjaga kepenmtingan umum.

12. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan tujuan untuk mencari atau tidak, baik milik swasta atau milik Negara yang seluruh modalnya berasal dari Dalam Negeri atau Luar Negeri dan atau Negara Campuran.

13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah.

14. Perusahan Besar adalah perusahaan yang mempunyai Tenaga Kerja 100 (seratus) orang keatas dan atau perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari 100 (seratus)  orang tetapi membayar jumlah upah Tenaga Kerja bernilai sekurang-kurangnya  Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

15. Perusahaan sedang adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembulan) orang dan atau perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari 20 (dua puluh)  orang tetapi membayar jumlah upah Tenaga Kerja bernilai sekurang-kurangnya  Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah).

16. Perusahaan kecil adalah perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang dagang atau jasa produksinya yang mempunyai tenaga kerja dari 5 (lima) orang sampai dengan 19 (sembilan belas) orang.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat yang menentukan besarnya pokok retribusi yang dituangkan dalam bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

18. Surat Retribusi Pemberitahuan Tagiahan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan untuk wajib retribusi untuk melaporkan. 

19. Surat Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karimun.

23. Akreditas adalah penetapan status melalui penilaian terhadap lembaga penyelenggara latihan  kerja yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan jenjang atau tingkat latihan kerja.

B A B  II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal  2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pelayanan ketenagakerjaan.

Pasal  3

Obyek Retribusi adalah pelayanan ketengakerjaan meliputi  :

a. Wajib lapor kesejahteraan Pekerja;

b. Pengesahan Peraturan Perusahaan;

c. Pendaftaran KKB ( kesepakatan kerja bersama);

d. Uji Keterampilan Kejuruan;

e. Pengawsan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal  4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badanyang mendapat pelayanan ketenagakerjaan.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha/badan hukum yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B  III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  5

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dan Perizinan Tertentu.

B A B  IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas klasifikasi, jenis dan jangka waktu.

B A B  V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal  7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengawasan pengendalian dan survey lapangan.

BA B  VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal  8

Struktur dan besarnya tarif  ditetapkan sebagai berikut  :

a. Retribusi Wajib Lapor  Kesejahteraan Pekerja (WLKP) per tahun dalam  :

1) perusahaan besar tenaga kerja lebih dari 100 orang Rp. 150.000,-

2) perusahaan sedang tenaga kerja 20 s/d 99 orang     Rp. 100.000,-

3) perusahaan kecil tenaga kerja kurang dari 25 orang
 Rp.  50.000,-

b. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku dua tahun sekali diatur  sebagai berikut  :

1. Baru, kriteria Perusahaan  :

· Jumlah Tenaga Kerja 10 s/d 50 orang
= Rp. 100.000,-

· Jumlah Tenaga Kerja 50 s/d 100 orang
= Rp. 150.000,-


· Jumlah Tenaga Kerja 100 orang keatas
= Rp. 200.000,-

2. Perpanjangan, kriteria Perusahaan  :

· Jumlah Tenaga Kerja 10 s/d 50 orang
= Rp. 150.000,-

· Jumlah Tenaga Kerja 50 s/d 100 orang
= Rp. 200.000,-

· Jumlah Tenaga Kerja 100 orang keatas
= Rp. 250.000,-

c. Pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dua tahun sekali  :

1. Baru, kriteria Perusahaan  :

· Jumlah Tenaga Kerja 10 s/d 50 orang
= Rp. 100.000,-

· Jumlah Tenaga Kerja 50 s/d 100 orang
= Rp. 150.000,-


· Jumlah Tenaga Kerja 100 orang keatas
= Rp. 200.000,-

2.
Perpanjangan, kriteria  Perusahaan  :

· Jumlah Tenaga Kerja 10 s/d 50 orang
= Rp. 100.000,-

· Jumlah Tenaga Kerja 50 s/d 100 orang
= Rp. 150.000,-

· Jumlah Tenaga Kerja 100 orang keatas
= Rp. 200.000,-

d. Akreditasi LLS/LLP  Rp.  100.000,-

e. Uji keterampilan dan sertifikasi Rp. 50.000,- sesuai kejuruan;

f. Retribusi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B  VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal  9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B  VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  10

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut diwilayah Daerah.

B A B  IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal  11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan / atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B  X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B  XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B  XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal  14

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B  XIII

TATAQ CARA PENAGIHAN

Pasal  15

(1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B  XIV

TATA CARA PENGAMBILAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal  16

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau administrasi berupa bunga oleh Bupati.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal  17

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal  18

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B  XV

KADALUARSA

Pasal  19

(1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila  :

a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B  XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KADALUARSA

Pasal  20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1). 

B A B  XVII

PENGAWASAN

Pasal  21

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B  XVIII

PENYIDIKAN

Pasal  22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dumaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi  atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap baranag bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B AB  XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal  23


(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4(empat) kali retribusi terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B  XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal  25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Kabupaten Karimun

Pada tanggal  30 Agustus  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  2 September   2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 33.

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

I. Pejelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan Penyelenggaraan  Otonomi Daerah yang luas, nyaqta dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karimun dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 s/d 18
:  Cukup Jelas.

Pasal 19 ayat (1) 
:
Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.


ayat (2) huruf a
:
Dalam hal diterbitkan surat teguran atauSurat Paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.


ayat (2) huruf b
:  ●
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

· Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

· Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.  

· Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 20 s/d 25
:  Cukup Jelas.         


PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN


[image: image8]
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  12  TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah, retribusi yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat menunjang Pembangunan Daerah;



b.
bahwa untuk menjaga kenyamanan dan keamanan, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan;

c.
bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Izin Gangguan. 

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);



2.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor3899);



3.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



4.
Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5.
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 

6.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 

8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan  :

1. Daerah, adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Bupati, adalah Bupati Karimun;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun.

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan penanaman Modal Kabupaten Karimun;

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karimun;

8. Kasir adalah Bendaharawan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun;

9. Bendaharawan khusus Penerima Pembantu adalah Bendaharawan khusus Penerima Pembantu pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun; 

10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

12. Badan Usaha sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

13. Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

14. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, orasarana, sarana atau oasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga klelestarian lingkungan;

15. Surat Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar   yang dapat disingkat  SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya tidak terutang;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

B A B  II

KETENTUAN IZIN GANGGUAN

Pasal  2

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan;

(2) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau yang tidak wajib AMDAL harus dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan  Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

(3) Bagi setiap pemegang izin yang akan melakukanperubahan nama pemegang izin tanpa merubah jenis kegiatan usaha harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati;

(4) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;

(5) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;

(6) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguanm diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B  III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal  3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Gangguan.

Pasal  4

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal  5

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan;

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mem peroleh Izin Gangguan dan / atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sesbagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B  V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi / ideks gangguan.

B A B  VI

PRISIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal  8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya pembinaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

B A B  VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal  9

Struktur dan besarnya tarif retribusididasarkan pada perhitungan dengan rumus  :

RUUG = TL x IG x LRTU

RUUG
:
Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten.

TL
:
Tarigp  Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Indusri  :

· 1 s/d 1000 M2, sebesar Rp. 1000,-/ M2.

· 1001 M2 keatas, sebesar Rp. 25/M2 tiap kelebihan

IL
:
Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter  :

· Jalan utama dengan nilai : 1

· Jalan skunder dengan nilai  : 2

· Jalan lingkungan denan nilai : 3.

IG
:
Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.

LRTU
:
Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan.

Pasal  10

Untuk setiap orang pribadi atau badan yang mendaftarkan ulang dikenakan retribusi setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pengenaan atas  dasar golongan Izin Gangguan.

B A B  VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal  11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atas diterbitkan SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B  IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  12

Retribusi Izin Gangguandipungut diwilayah daerah.

B A B  X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal  13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan / atasu melalui Kasir pada Dinas Pendapatan.

B A B XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B  XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B  XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal  16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  17

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV

TATA CARA PENGEMBALIAN  KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal  18

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengemabalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal  19

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal  20

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B  XVI

KADALUARSA

Pasal  21

(1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagiahan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B  XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal  22

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dalam ayat (1).

B A B  XVIII

PENGAWASAN

Pasal  23

Bupati menunjuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B  XIX

PENYIDIKAN

Pasal  24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dumaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi  atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap baranag bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B AB  XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal  25


(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B  XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B  XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Kabupaten Karimun

Pada tanggal  30 Agustus  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  2 September   2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 34.

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

I. Pejelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan Penyelenggaraan  Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Karimun dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 s/d 20
:  Cukup Jelas.

Pasal 21 ayat (1) 
:
Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.


ayat (2) huruf a
:
Dalam hal diterbitkan surat teguran atau Surat Paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.


ayat (2) huruf b
:
Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengambil utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :

· □
Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.  

· □
Wajib Retribusi mengajukan   permohonan keberatan.

Pasal 22 s/d 28

:  Cukup Jelas.         


PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN


[image: image9]
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  13  TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR 

DI PUSKESMAS KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatnya kebutuhan biaya untuk keperluan pelayanan kesehatan dewasa ini maka perlu untuk penyesuaian tarif pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Kabupaten Karimun;



b.
bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas Kabupaten Karimun perlu disesuaikan dengan biaya pearwatan dan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan

c.
bahwa sehubungan dengan itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kabupaten Karimun. 

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



2.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor3839);



3.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);



4.
Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5.
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 

6.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

7.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

8.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9.
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tta Kerja Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS KABUPATEN KARIMUN

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan  :

1. Daerah, adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Bupati, adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis yang melaksanakan tugas teknis operasional di wilayah kerjanya;

6. Puskesmas dengan Tempat Tidur (Puskesmas TT) adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menoling pasien rawat inap yang memerlukan asuhan keperawatan sementara.

7. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang berperan membantu tugas puskesmas.

8. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas yang bertanggung jawab di budang kesehatan wilayah kerja kecamatan.

9. Wilayah kerja Puskesmas ditentukan oleh Kepala Diinas Kesehatan Kabupaten Karimun dengan Surat Keputusan.

10. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.

11. Pola Tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam yang ditetapkan dengan indeks biaya yang berlaku di Kabupaten Karimun dan selanjutnya disebut indeks tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas.

12. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala sakit yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga paramedis yang ditunjuk.

13. Rawat Jalan adalah pelayan terhadap orang  pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

14. Rawat Inap adalah pelayan terhadap orang  yang masuk ke Puskesmas Perawatan yang menempati temapt tidur untuk keperluan observasi perawatan, diagnosa dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

15. Kamar / ruang/ tempat tidur adalah tempat yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat.

16. Jasa Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka  observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

17. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.

18. Penunjang diagnostik adalah  pelayanan untuk menunjang / menegakkan diagnosa;

19. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk diguanakan langsung yang habis pakai dalam rangka observas, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya;

20. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;

21. Perawatan jenazah adalahkegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan pemakaman.

22. Orang kurang mampu, terlantar atau miskin adalah  :

a. Mereka yang kurang / tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa / kelurahan yang diketahui oleh Camat atau mereka yang memiliki kartu sehat untuk orang miskin yang disahkan oleh Pemerintah.

b. Mereka yang dipelihara oleh badan sosial/ rumah yatim piatu milik Pemerintah atau swasta yang sudah disahkan oleh bdan hukum.

23. PT (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (PT.ASKES) adalah Perusahaan yang menangani masalah pengelolaan asuransi kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil maupun pensiunan Pegawai Negeri Sipil beserta anggota keluarganya yang mendapat gaji dari pemerintah dan melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas.

24. Jasa medis dan jasa perawatan adalah pelayanan dan tindakan oleh tenaga medis dan para medis.

BAB  II

DASAR – DASAR PENGENAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal  2

(1) Setiap orang yang dapat pelayanan kesehatan dari puskesmas daerah diharuskan membayar biaya pelayanan, kecuali ada peraturan lain yang menetapkannya.

(2) Tarif yang dikenakan terhadap penderita yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas dengan Indeks biaya atau tarif yang berlaku seperti terlampir.

(3) Besarnya tarif seperti tersebut pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal  3

(1) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan bagi pasien ditetapkan dengan indeks biaya yang berlaku bagi setiap jenis harga jasa, peralatan, makan, nginap, dan lain – lain yang diperoleh paien maupun keluarga pasien.

(2) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan bagi penderita yang pembiayaannya dijamin oleh pihak penjamin / badan hukum diatur dalam suatu perjanjian.

Pasal  4

(1) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan indeks biaya bagi penderita sebagaimana diatur pada pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak termasuk orang kurang mampu.

(2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan indeks biaya tidak berlaku bagi anggota Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pegawai Negeri Sipil / TNI, Pensiunan, beserta keluarganya sebagai peserta PT. ASKES, ASTEK yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  III

JENIS PELAYANAN DAN KETENTUAN BIAYA

Pasal  5

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut  :

a. Rawat jalan

b. Tindakan medik

c. Penunjang diagnostik

d. Perawatan jenazah

e. Rawat inap di Puskesmas Perawatan

f. Jenis pelayanan lain yang tidak termasuk dalam pelayanan tersebut diatas atau lain-lain

Pasal  6

Biaya rawat jalan yang dipungut meliputi  :

a. Jasa medis

b. Sarana dan prasarana

c. Obat dan bahan habis pakai

Pasal  7

(1) Pelayanan rawat inap meliputi  :

a. Jasa perawatan medis dan jasa medis

b. Sarana dan prasarana

c. Makan

(2) Dalam menentukan besarnya tarif pelayanan perawatan / kesehatan pada ayat (1)pasal ini diperhitungkan biaya berdasarkan kelas perawatan.

(3) Jumlah hari perawatan terhitung mulai hari penderita masuk rawat inap sampai dengan penderita keluar rawat inap.

(4) Ruang rawat inap terdiri dari  : Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas Utama (VIP) disediakan sesuai kemampuan Puskesmas yang bersangkutan, namun fasilitasnya mengikuti satandard yang berlaku umumumum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal  8

(1) Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi  :

a. Pelayanan elektro medik

b. Pelayanan laboratorium

(2) Komponen pelayanan penunjang Diagnostik terdiri atas  :

a. Jasa medis

b. Bahan habis pakai

c. Sarana dan prasarana

Pasal  9

(1) Tindakan Medik dan Terapi meliputi  :

a. Pelayanan poli gigi

b. Pelayanan poli umum tingkat I,II, III, dan IV

c. Tindakan kebidanan

d. Tindakan operasi

e. Tindakan fisioterapi

f. Unit gawat darurat

(2) Komponen tarif tindakan medik dan terapi terdiri atas  :

a. Jasa medis

b. Obat dan bahan habis pakai

c. Sarana dan prasarana

(3) Dalam operasi cito (diluar jam kerja) dikenakan tambahan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal  10

(1) Jenis perawatan jenazah meliputi  :

a. Penyimpanan

b. Pemberian formalin

(2) Biaya perawatan jenazah meliputi  :

a. Jasa medis

b. Bahan habis pakai

c. Sarana dan prasarana

(3) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman.

(4) Dalam menentukan tarif perawatan jenazah termasuk didalamnya pemberian formalin diperhitungkan atas dasar biaya bahandan alat yang ditetapkan dalam indeks biaya.

(5) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 2 X 24 jam, tarif penyimpanan jenazah perhari ditetapkan seperti daftar terlampir.

Pasal  11

(1) Pelayanan lain-lain meliputi :

a.
Visum et repertum  :

-.
Korban hidup

- 
Korban mayat

b.
Pemeriksaan kesehatan meliputi :

Pemeriksaan umum dan pemeriksaaan untuk belajar  disertai surat keterangan.

c. Pemakaian kendaraan ambulance, tarifnya sesuai dengan jarak tempuh dan pemakaian tenaga para medis pendamping.

(2) Biaya visum et repertum meliputi biaya bahan dan alat serta jasa medik.

(3) Pemakain kendaraan ambulance dipergunakan untuk operasional pelayanan pasien.

Pasal  12

Tarif pelayanan bagi WNA ditetapkan 200% (dua ratus persen) dari Kelas I.

Pasal  13

Khusus biaya petugas kesehatan pendamping ditetapkan berdasarkan peraturan perjalanan dinas pegawai, namun pembayarannya dibebankan kepada pasien atau keluarga pasien.

BAB  IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal  14

(1) Penerimaan Puskesmas dari pelayanan dasar diatur sebagai brikut:

a. 35% (tiga puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah dan 65% (enam puluh lima persen) merupakan potongan langsung untuk digunakan sebagai oporasional puskesmas.

b. Puskesmas Swadana 100% (seratus persen) penerimaan puskesmas dari rawat jalan umum dan poli gigi wajib di setor ke Kas Daerah sebagai retribusi.

(2) Penggunaan dana operasional pada ayat (1) huruf a pasal ini diatur oleh Bupati.

Pasal  15

Pimpinan Puskesmas diberikan wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan puskesmas berdasarkan pasal 4 peraturan daerah ini.

BAB  V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal  16

(1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang melaksanakan tugas penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan (tertulis) dari seseorang kelompok masyarakat dan atau LSM tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melaukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f.  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut  kepada Penuntut Umum,tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB  VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal  17


(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Bagi Puskesmas Tanjung Balai Karimun sebagai Puskesmas Uji Coba Swadana ditingkatkan fungsinya menjadi Puskesmas Swadana.

(2) Perizinan Kesehatan swasta yang ditetapkan oleh Bupati 100 % disetorkan kepada kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal  19

(1)
Ketentuan tarif pelayanan medis bagi peserta PT. Persero Askes Indonesia dan anggotanya, Asuransi Tenaga Kerja disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB  VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaan pelayanan akan diatur  dengan Keputusan Bupati.

Pasal  21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal  30 Agustus  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  2 September   2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 35.

Lampiran  I
:
Perda Kabupaten Karimun

Nomor 

:
Tahun 2004

Tanggal
:


TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS NON SWADANA

	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A

B
	RAWAT JALAN

TINDAKAN MEDIK

I     POLI GIGI

1.  Tingkat  I

 -  Ext Gigi Susu    

2.  Tingkat II

 -   Ext Gigi Tetap

 -   Ext. Gigi +komplikasi 

 -   Tambal sementara  

 -   Tambal Amalgan

 -   Tambal Komposir

 -   Scalling

 -   Incisi Abses

2.  Tingkat III

 -   Ext. Gigi Impected

 -   Perw. Saluran Akar

ii    POLI UMUM

1. Tingkat I

-  Pasang Catheter

-  Pasang Spalk diluar Verband

-  Suction Pump

-  Spuling Telinga

-  Cerumen Prop

-  Pemeriksaan Dopler

 2.  Tingkat II

   -  Carpus Alincum pd Mata,    Hidung, Telinga

  -   Clisma

  
	1x

1  batang

1  batang

1  batang

1  batang

1  batang

1  batang

1x

1x

1  batang

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x
	1.500

1.500

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2.500

3.000

10.000

7.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

7.500

4.000
	2.500

3.000

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

6.500

6.000

9.000

11.500

2.000

2.000

2.500

2.500

2.500

1.000

2.000

3.500
	1.000

500

500

500

500

500

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

500

1.000

500

2.500
	5.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

10.000

10.000




	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	3. Tingkat III

    - Angkat implant 

    - Cabut Kuku

    - Kumbah Lambung

    - Cauter Condiloma Acuminata 

4.Tingkat IV

     - Circum sisi

     - Angkat Tumor

     - Amputasi Sederhana                

iii   TINDAKAN KEBIDANAN

1. Partus Normal Per Paket

2. Persalinan Patologi / curetage

iv  TINDAKAN FISIOTERAPI

1. Sederhana

2. Khusus

v   UGD

1. Luka biasa

2. Hecting< 5 cm

3. Hecting 6-10 cm

4. Hecting > 10 cm

5. Pemasangan Oksigen

6. Pemakaian Oksigen


	1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1 jam


	nnn

7.000

8.000

8.000

8.000

20.000

20.000

20.000

80.000

120.000

7.000

11.000

3.000

4.500

6.000

20.000

500

-


	5.000

7.000

6.000

7.000

25.000

25.000

25.000

35.000

52.500

                          -

5.000

1.500

5.000

13.000

15.000

                         -

10.000


	8.000

5.000

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

35.000

52.500

3.000

4.000

500

500

1.000

15.000

-

-


	20.000

20.000

20.000

20.000

50.000

50.000

50.000

150.000

275.000

(Normal+50%%)

10.000

20.000

5.000

10.000

20.000

50.000

500

10.000




	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	C


	PENUNJANG DIAGNOSTIK
i       ELEKTRO MEDIK

1. Radiologi

2. Pemeriksaan USG

ii      LABORATIUM

1. Laboratium sederhana

- Darah Rutin

- Urin Rutin

- Golongan Darah

2. Pemeriksaan Khusus 

Kimia Darah


	1x

1x

1x

1x

1x

1x
	nnn

7.000

6.000

2.000

2.500

1.500

5.000
	30.000

4.000

3.000

3.000

3.500

11.500
	3.000

10.000

-

-

-

3.500
	40.000

20.000

5.000

5.000

5.000

20.000


	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA
	BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	D


	PERAWATAN JENAZAH

i     Penyimpanan

ii    Formalin


	1 hari

1x
	5000

85.000


	                       -

200.000
	15.000

15.000


	20.000

300.000


	NO
	RUANG PERAWATAN
	SATUAN
	JASA PERAWATAN
	JASA

MEDIS
	MAKAN
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7

	E


	RAWAT INAP

i     KAMAR

      Kelas Utama (VIP)

      Kelas I

      Kelas  II

      Kelas III

ii    VISITE DOKTER / HARI


	1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari


	15.000

6.000

4.000

3.000

-


	-

-

-

-

10.000


	15.000

7.000

6.000

5.000

-
	10.000

7.000

5.000

2.000

-
	40.000

20.000

15.000

10.000

-




	NO
	RUANG PERAWATAN
	SATUAN
	JASA 

MEDIS
	BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	F


	LAIN-LAIN

1.     SURAT KETERANGAN

      - Surat Lahir

      - Surat Keterangan Sehat

2.    VISUM

     - Visum Korban Hidup

     - Visum Mayat


	1x

1x

1x

1 x
	-

-

5.000

15.000
	-

-

-

5.000

5.000


	10.000

5.000

10.000

20.000
	10.000

5.000

20.000

40.000




BUPATI KARIMUM

H. MUHAMMAD SANI

Lampiran  II
:
Perda Kabupaten Karimun




Nomor
:         Tahun 2004




Tanggal
:

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SWADANA

	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A

B
	RAWAT JALAN

I     POLI UMUM

II    POLI GIGI

III   POLI KIA

     1. Suntikan simtomatis

  2. imunisasi

  3. Suntik KB

  4. Pasang IUD/ implan

  5. Perw. IUD / implan

  6. Buka IUD / implan  

TINDAKAN MEDIK

I     POLI GIGI

 1. Ext. Gigi Susu    

 2. Ext. Gigi Tetap

 3. Ext. Gigi + Kompikasi

 4. Ext. Gigi Impected

 5. Tambahan Sementara I

 6. Tambahan Sementara  II

 7. Tambahan amalgam

 8. Tambahan komposit

 9. Scalling / rahang

 10. Perw. Saluran akar

 11. Incisi abses

 
	1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1  batang

1  batang

1  batang

1  batang

1  batang

1  batang

1  batang

1  batang

1x

1x

1 x


	2.000

2.000

3.000

500

1.000

500

5.000

2.000

7.000

2.500

7000

10.000

50.000

5.000

3.000

8.000

20.000

10.000

5.000

6.000


	1.000

1.000

1.000

2.000

4.500

9.000

13.000

1.000

1.000

2.700

2.700

4.700

7.500

7.500

2.500

6.400

34.400

18.000

2.500

3.500


	2.000

2.000

2.000

-

2.000

500

2.000

2.000

2.000

800

800

800

1.000

1.000

2.000

2.600

2.600

2.000

2.500

500


	5.000

5.000

6.000

2.500

7.500

10.000

20.000

5.000

10.000

6.000

10.500

15.500

13.500

7.500

17.000

57.000

30.000

10.000

109.000




	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA

MEDIS
	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ii  TINDAKAN KEBIDANAN

1. PARTUS NORMAL

a. DOKTER UMUM

 - kamar Vip

 - kelas I

      - kelas II

      - kelas III  

  b. BIDAN

- kamar Vip

- kelas I

- kelas II

- kelas III

2.  RESUSITASI BAYI

  a. Ditolong oleh dokter

     - Kamar Vip

  - Kelas  I

  - Kelas  II

  - Kelas  III

b. Ditolong oleh Bidan

     - Kamar Vip

  - Kelas  I

  - Kelas  II

  - Kelas  III

3.  PERSALINAN PATOLOGIKI

   a. Kamar Vip

   b. Kelas  I

   c. Kelas  II

   d. Kelas  III

4.  CURETASE


	1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x
	300.000

225.000

150.00

113.000

180.00

150.000

125.000

82.000

80.000

60.000

40.000

30.000

52.000

43.000

35.000

20.000

430.000

330.000

240.000

150.000

270.000


	30.000

22.500

17.500

15.000

20.000

17.000

14.000

9.000

8.000

7.000

5.000

4.000

7.000

6.000

5.000

4.000

42.000

36.000

27.000

22.000

33.000


	70.000

52.500

32.500

22.000

52.000

44.000

38.000

23.000

32.000

23.000

15.000

11.000

16.600

14.300

13.100

10.200

80.600

70.300

60.100

42.200

65.000
	400.000

300.000

200.000

150.000

252.000

211.000

177.000

114.000

120.000

90.000

60.000

45.000

75.600

63.300

53.100

34.200

552.600

436.300

327.100

214.200

368.000




	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	iii      TINDAKAN OPERASI

     1. Operasi Kecil

  2. Perw. Operasi Kecil

  3. Perw. Operasi Besar

iv       UNIT GAWAT DARURAT

     1. KONSULTASI

     2. TINDAKAN MEDIS

       - Pemeriksaan vital sign

       - Pemasangan infus

       - Pemasangan oksigen

       - Pemakaian oksigen 

       - Injeksi

       - Katerisasi

       - Kumbah lambung 

       - Imbolisasi fraktur

       - Pemasangan gipsona/dokter

       - RJP

       - Wt / Verbanding < 25 cm2

       - Wt / Verbanding < 25-75 cm2

       - Wt / Verbanding > 75 cm2

       - Repair luka < 10 cm

       - Repair luka  10-25 cm

       - Repair luka > 25 cm

      - Ext. Corpus alenium perifer

      - Ext.corpus alenum dalam

      - Incisi abces

      - Irigasi mata

      -Irigasi telinga

 
	1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1 jam

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1 x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1 x

1x

1x

1 x


	50.000

1.000

5.000

16.000

1.500

2.500

500

-

1.500

3.000

6.000

2.000

50.000

23.000

500

1.000

2.000

8.000

9.000

10.000

11.000

18.500

3000

3000

3000


	20.000

2.000

3.000

-

-

6.500

-

10.000

3.500

-

5.000

3.000

190.000

-

1.000

2.000

3.000

6.000

8.000

8.000

3.000

5.000

6.000

1.500

1.500


	3.500

2.000

2.000

4.000

-

1.000

-

-

-

2.000

4.000

-

10.000

2.000

-

-

-

1.000

3.000

7.000

1.000

1.500

1000

500

500
	73.500

5.000

10.000

20.000

1.500

10.000

500

10.000

5.000

5.000

15.000

5.000

250.000

25.000

1.500

3.000

5.000

15.000

20.000

25.000

15.000

25.000

10.000

5.000

5.000


	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	     3. HEACTING / VERBANDING

     a. Heacting

       - Zide I

       - Zide II........dst / Heacting

       - Cut get I

       - Cut get II .......dst / Heacting

     b. Verbanding 25 cm2
	1x

1x

1x

1x

1x

1x
	-

3.000

-.

3.000

-

3000
	-

1.000

1.000

3.500

1.500

10.000
	1.800

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000
	1.800

5.000

2.000

7.500

2.500

15.000


	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	C


	PENUNJANG DIAGNOSTIK

i       ELEKTRO MEDIK

     1. Elektro Kardiografi

     2. Rontgen / Foto Besar

     3. USG

ii      LABORATORIUM

     1. DARAH RUTIN

        a. Haimoglobin (Hb)

        b. Leokosit

        c. Elitrosit

        d. LED

        e. Hematokrit

        f. Trombosit

        g. Diff. Counct

        h. Clothing Time (CT)

        i.  Beeding Time (BT)

 
	1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x


	6.000

7.000

20.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000
	22.000

30.000

14.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

4.500

4.500


	2.000

3.000

17.000

500

500

500

500

500

500

500

500

 500


	30.000

40.000

51.000

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

7.000

7.000




	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	    2.  URINE RUTIN

    a. Protein

    b. Reduksi

    c. Bilirubin

    d. Sedimen

   3. KIMIA DARAH

   a. GOT

   b. GPT

   c. Bilirubin Total

   d. Bilirubin direk

   e. Gula Darah sewaktu

    f. Gula darah puasa

   g. Gula darah 2 jam PP

   h. Ureum / Creatinin

    i.  kolesterol total

    j.  HDL

   k.  LDL

    l. Trigliserida

  m. Uric acid

   n. Alkalin pospatase
	1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x


	1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500
	2.000

2.000

2.000

2.000

18.000

18.000

11.000

11.000

13.000

11.000

11.000

11.000

18.000

11.000

11.000

18.000

23.000

11.000


	500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

 500

500

500

500

500

500


	3.500

3.500

3.500

3.500

20.000

20.000

13.000

13.000

15.000

13.000

13.000

13.000

20.000

13.000

13.000

20.000

25.000

13.000




	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	    4.  PEMERIKSAAN LAINNYA

    a. Golongan darah

    b. Cross match

    c. VDRL

    d. HIV

    e. Dengue test

    f. HbsAg

    g. Sekret Vagina 

    h. Sputum BTA

    i.  Plano test

    j.  Jamur

   k.  Malaria

    l. Faeces

  m. Narkoba
	1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

5 test
	1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000
	7.000

3.000

3.000

38.000

38.000

28.000

7.500

3.000

13.500

3.500

2.500

2.500

75.000
	500

500

500

500

500

500

500

500

 500

500

500

500

2.000


	9.000

5.000

5.000

40.000

40.000

30.000

9.500

5.000

15.000

5.000

4.000

4.000

82.000




	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	D


	PERAWATAN JENAZAH

 i    Penyimpanan

 ii   Formalin


	1x

1x


	5.000

180.000


	5.000

250.000


	90.000

20.000


	100.000

450.000




	NO
	RUANG PERAWATAN
	SATUAN
	JASA

PERAWATAN 
	JASA

MEDIS
	MAKAN
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	E


	RAWAT INAP

i      Kelas VIP 

     - Kamar

     - Visite

     - Administrasi

ii     Kelas I

     - Kamar

     - Visite

     - Administrasi

iii     Kelas II

     - Kamar

     - Visite

     - Administrasi

iv    Kelas III

     - Kamar

     - Visite

     - Administrasi

    
	1hari

1x

1x

1hari

1x

1x

1hari

1x

1x

1hari

1x

1x
	10.000

-

-

7.500

-

-

5.000

-

-

1.000

-

-


	-

15.000

-

-

10.000

-

-

7.500

-

-

3.000

-


	40.000

-

-

30.000

-

-

15.000

-

-

5.000

-

-


	120.000

-

15.000

50.000

-

12.500

21.500

-

10.000

2.000

-

4.000
	170.000

15.000

15.000

87.500

10.000

12.500

41.500

7.500

10.000

8.000

3.000

4.000




	NO
	PEMERIKSAAN

DAN TINDAKAN
	SATUAN
	JASA MEDIS
	BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	F


	LAIN-LAIN

i        SURAT KETERANGAN

    1.  Surat Lahir

    2.  Surat Keterangan Sehat

    a.  Pelajar

    b.  Umum

ii       Visum

    1.  Korban Hidup

    2.  Mayat


	1x

1x

1x

1x

1x


	-

2.000

4.500

5.000

15.000


	4.500

-

-

5.000

5.000


	5.500

3.000

5.500

10.000

20.000


	10.000

5.000

10.000

20.000

40.000




	NO
	AMBULANCE
	SATUAN
	JASA 
	BAHAN HABIS PAKAI
	SARANA DAN PRASARANA
	TOTAL (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	G


	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

A.     Angkutan orang sakit dalam kota

B.     Angkutan orang sakit di luar kota

C.     Penggunaan untuk umum


	1x

1x

1 hari
	3.500

-

50.000


	6.500

-

-
	5.000

-

100.000
	15.000

Dalam kota 

+ 1500 / Km

150.000




BUPATI KARIMUN

H.MUHAMMAD SANI

Lampiran  III

:
Perda Kabupaten Karimun





Nomor 
:          Tahun  2004





Tanggal 
: 

TARIF PERIZINAN KESEHATAN SWASTA

	NO


	JENIS PELAYANAN
	MASA BERLAKU
	RETRIBUSI (Rp)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


	IZIN PRAKTEK DOKTER

      - Dokter Umum / Dokter Gigi

      - Dokter Spesialis

IZIN PRAKTEK BIDAN

IZIN APOTIK

IZIN PEDAGANG ECERAN OBAT

IZIN PRAKTEK KLINIK BERSALIN

IZIN PRAKTEK BALAI PENGOBATAN

IZIN OPTICAL

IZIN LABORATORIUM

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR 

AKUPUNTUR , SHINSE DAN TABIB 

REKOMENDASI TUKANG GIGI

SPP-IRT (SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN

INDUSTRI RUMAH TANGGA)

SKK, TTU DAN TPM

        - besar

        - sedang 

        - Kecil

PEST KONTROL
	5 tahun

5 tahun

5 tahun

selama APA aktif

3 tahun

5 tahun

5 tahun

3 tahun

5 tahun

1 tahun

3 tahun

selamanya

1 tahun

1 tahun

1 tahun

selamanya


	50.000

1000 .000

40.000

500.000

100.000

350.000

250.000

350.000

250.000

30.000

100.000

100.000

75.000

50.000

25.000

500.000




BUPATI KARIMUN

H.MUHAMMAD SANI

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN


[image: image10]
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  14 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b.
bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah untuk memperkuat dana Pembangunan dipandang perlu ditetapkan Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. 

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



2.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 



3.
Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 



4.
Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);  



5.
Undang – Undang Nomor 20 tahun 1997
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor  55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

10.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan  :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Bupati adalah Bupati Karimun;

4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun.

5. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun.

6. Pejabat adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Daerah adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan;

9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menanut prinsip komersial;

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat  SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan  yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegitan untuk mencari, mengumpulkan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

15. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangakaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi dapat diketahui serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal  2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

Pasal  3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal  4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memakai / menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal  5

Wajib Retribusi adalah oraqng pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan aretribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

B A B  III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

B A B  IV

PRINSIP DAN SARANA DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal  7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh penerimaan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

B A B  V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal  8

(1)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

(2) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut  :

a. Biaya tempat pemotongan  :

1. Lembu, Kerbau, Kuda,  Rp. 10.000,- / ekor

2. Kambing atau Domba  Rp. 2.000,- / ekor

3. Babi  Rp. 8.000,- / ekor

4. Unggas  Rp. 100,- / ekor.

b. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan / ternak :

1. Lembu, Kerbau, Kuda,  Rp. 10.000,- / ekor

2. Kambing atau Domba  Rp. 4.000,- / ekor

3. Babi  Rp. 5.000,- / ekor

4. Unggas  Rp. 100,- / ekor.

c. Biaya pemeriksaan daging

1. Lembu, Kerbau, Kuda,  Rp. 5.000,- / ekor

2. Kambing atau Domba  Rp. 2.500,- / ekor

3. Babi  Rp. 4.000,- / ekor

4. Unggas  Rp. 100,- / ekor.

d. Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging  :

Daging asal luar daerah untuk dipasarkan atau diperjual belikan diperiksa ulang  :

1. Daging Sapi, Kerbau, dan Kuda,  Rp. 500,- / Kg

2. Daging Kambing atau Domba  Rp. 300,- / Kg

3. Daging Babi  Rp. 1.000,- / Kg

4. Daging Unggas  sebesar Rp. 200,- / Kg

e. Transportasi Daging  :

1. Sapi, Kerbau, dan Kuda,  Rp. 100,- / Kg

2. Kambing atau Domba  Rp. 100,- / Kg

3. Jeroan / isi perut  Rp. 50,- / Kg

4. Babi  Rp. 100,- / Kg

f. Kandang Penitipan Hewan / Ternak

1. Sapi, Kerbau, dan Kuda,  Rp. 5.000,- / ekor

2. Kambing atau Domba  Rp. 1.000,- / ekor

3. Babi  Rp. 2.000,- / ekor

4. Unggas  Rp. 100,- / ekor.

g. Pemotongan darurat / hajat  Rp.  15.000,- / ekor

h. Pemeriksaan Laboratorium  Rp.   10.000,- / ekor

i. Pelepasan daging dan tulang  Rp.  100,- / Kg

j. Pemakaian ruang pendingin  Rp.  100,- / kg perhari

(3) Hasil Retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal  9

(1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan Retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen ) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.

(2) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan tambahan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen)

(3) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan.

Pasal  10

Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat, tidak dikenakan retribusi.

B A B  VI

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal  11

(1) Setiap Hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya (ante martum) oleh Petugas ahli.

(2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukan bukti kepemilikan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas ahli.

Pasal  12

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita  sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, Petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal  13

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal  14

(1) Pemotongan hewan selain kambing dan unggas tidak dapat dilaksanakan diluar Rumah potong Hewan kecuali pemilik dapat menunjukkan Kartu Potong Hewan.

(2) Apabila melakukan pelanggaran ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi berupa denda 2 (dua) kali retribusi.

Pasal  15

(1) Juru periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewn yang sudah dipotong.

(2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet sedangkan yang dinyatakan tidak baik , akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging  atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B  VII

TATA  CARA  PEMUNGUTAN

Pasal  16

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B  VIII

WILAYAH  PEMUNGUTAN

Pasal  17

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.

B A B  IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal  18

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal  19

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

B A B  X

SANKSI  ADMINISTRASI

Pasal  20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribus yang terutang yang tidak atau kurang bayar  dan ditagih dengan menggunakan Surat Tangguhan Retribusi Daerah.

B A B  XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  21

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B  XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal  22

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian, Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal  23

(1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagiahan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

a. Dikeluarkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

b. Ada pungutan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B  XIV

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KADALUARSA

Pasal  24

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

(2) Bupati dapat menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B  XV

PENGAWASAN

Pasal  25

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B  XVI

P E N Y I D I K A N

Pasal  26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dumaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi  atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini  memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B AB  XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal  27


(1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B  XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal  29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal  30 Agustus  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  2 September   2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 36.

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM  :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 18 telah menetapkan jenis-jenis retribusi yaitu  :

1. Retribusi Jasa Umum;

2. Retribusi Jasa Usaha;

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Dari ketiga retribusi tersebut, Retribusi Rumah Potong Hewan termsauk Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL :

Pasal  1 s/d  11 
:
Cukup Jelas

Pasal  12 ayat (1)
:
Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya  oleh petugas ahli, yang dimaksud petugas ahli, yaitu  : Petugas Ahli dibidang kehewanan, seperti  : dokter hewan, 

Pasal  12 ayat (2) dan (3)
:
Cukup Jelas

Pasal  13 s/d 30
:
Cukup Jelas

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  15 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2002

TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN 

DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa untuk ketertiban dan keindahanan kota maka tempat pengelolaan dan pengusahaan burung walet perlu diatur kembali ;

b.
bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan  Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;.

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



2.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 



3.
Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2902); 



4.
Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);  



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

M E MU T U S K A N   :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET 

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2002 tentang Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet yang disahkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 24 Januari 2002 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 02 diubah sebagai berikut.

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal  3

(1) Tempat pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang baru tidak boleh dibangun dalam Daerah perumahan penduduk dan pusat pertokoan.

(2) Tempat pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dilakukan pemutihan sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

(3) Pelenggaraan terhadap ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi berupa :

a. peringatan tertulis;

b. pembersihan sarang  burung walet;

c. mengembalikan bentuk bangunan sesuai dengan izin semula.

(4) Pengawasan dilakukan oleh Badan Satpol PP Kabupaten Karimun.

Pasal  II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal  30 Agustus  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  2 September   2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 37.

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  16 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TETENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah, Retribusi yang merupakan sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat menunjang Pembangunan Daerah;

b.
bahwa dengan adanya penyesuaian dalam bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karimun;

c.
bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



2.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 



3.
Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2902); 



4.
Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

M E MU T U S K A N   :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang disahkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Nopember 2002 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 25 diubah sebagai berikut.

B. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

Pasal  16

(1) Setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dikenakan biaya sepadan (rooilijn) biaya pemeriksaan pendahuluan, biaya pengawasan bangunan, biaya gambar dan atau pengesahan gambar, sondir dan boring yang tarifnya ditetapkan  dengan Keputusan Bupati.

(2) Biaya tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus dibayar atau dilunasi oleh si pemohon sebelum yang bersangkutan menerima surat Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal  II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal  30 Agustus  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  2 September   2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 38.

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  17 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN

TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategi/penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Srategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal   Oktober 2004;

b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2.
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

3.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



4.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



5.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 



6.
Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 



7.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);


8.
Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

9.
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

10.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11.
Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

12.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor  118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 77 tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

M E MU T U S K A N   :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 

Pasal  1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 274.374.342.370,- berkurang sejumlah Rp. 25.014.197.954,- sehingga menjadi Rp. 249.360.144.416,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a.
Semula

Rp.  221.346.088.000,-

b.
Berkurang

Rp.    30.010.284.183,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 191.335.803.817,-


2. Belanja

a.
Semula

Rp.   274.374.342.370,-

b.
Berkurang

Rp.     25.041.197.954,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 249.360.144.416,-

Surplus/Defisit setelah Perubahan
Rp. (58.024.340.599,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1)
Semula
Rp.
61.162.163.811,-

2)
Bertambah
Rp.
-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp.   61.162.163.811.


b. Pengeluaran

1)
Semula
Rp.
8.133.909.441,-

2)
Berkurang
Rp.
4.996.086.229,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp.   3.137.823.212,-

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan  Rp.  58.024.340.599,- 


Pasal  2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari  :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;

4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;

5. Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah;

6. Lampiran  VI Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

7. Lampiran  VII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan

8. Lampiran VIII Daftar Dana Cadangan.

Pasal  3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal  4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal  5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan mempunyai daya laku surat sejak tanggal 1 oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal  03 Nopember  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  05 Nopember   2004

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARIMUN

Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 39.

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  18 TAHUN 2004

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN dan ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b.
bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun.

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebgaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2.
Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 

3.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

4.
Undang – Undang Nomor 22 tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor  92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

5.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang pembentukan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dengan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARIMUN

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Bupati adalah Bupati Karimun;

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Karimun;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;

6. Kedudukan Protokoler adalah hak dan kedudukan yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, tata tempat dalam acara kenegaraan, acara resmi atau pertemuan resmi;

7. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Organisasi Pemerintah; 

8. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosial menerima kehormatan dan masyarakat dan atau pemerintah;

9. Protokol adalah serangkaian tauran dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat;

10. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara kenegaraan atau upacara resmi;

11. Tata Tempat adalah  aturan mengenai  urutan tempat bagi Pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pejabat Daerah serta Undangan lainnya;

13. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negeri, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

B A B  II

KEDUDUKAN PROTOKOLER

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARIMUN

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal  2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.

(2) Acara Resmi sebagaimana diatur pada ayat 1 meliputi :

a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan didaerah;

b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;

c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah Daerah;

(3) Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan pejabat tingkat pusat antara lain;

a. Peringatan hari Nasional / bersejarah;

b. Penerimaan kunjungan Presiden / Wakil Presiden / Menteri dan Pejabat Negara lainnya;

c. Kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan;

d. Penerimaan Tamu Negara Asing;

e. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Daerah;

f. Peresmian Proyek Daerah;

g. Pembukaan Pekan Raya / Pameran;

h. Peringatan hari Ulang Tahun Organisasi sosial politik dan Kemasyarakatan;

i. seminar-seminar atau rapat kerja.

(4) Acara tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintahan, antara lain;

a. Peringatan hari-hari Nasional / bersejarah;

b. Upacara Pengibaran / Penurunan Bendera Merah Putih;

c. Kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan;

d. Pelantikan dan serah terima Jabatan Pejabat pemerintahan;

e. Peresmian Proyek Daerah;

f. Penerimaan tamu Pemerintah Daerah, baik dari luar maupun dalam negeri;

g. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;

h. Penerimaan / melepas kontingen daerah;

i. Seminar-seminar rapat kerja.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal  3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Propinsi, Kabupaten Kota sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat instansi vertikal lainnya;

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal  4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut  :

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPR;

c. Wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;

d. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal  5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut  :

a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah dan janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah Ketua DPRD;

c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah atau janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

e. Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;

f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;

g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;

h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah atau janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

Pasal  6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi :

a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji duduk ditempat yang telah disediakan;

c. Setelah Pengucapan sumpah / janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;

e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;

f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan

g. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal  7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah atau janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengendalian Tinggi / Ketua Pengadilan Negeri;

c. Setelah pelantikan, ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi / Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal  8

(1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannnya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal  9

(1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Pakaian

Pasal  10

Dalam acara pengambilan sumpah / janji dan peresmian Pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal  11

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri rapat komisi, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

(2) Dalam hari menghadiri rapat paripurna, rapat paripurna internal Dewan, rapat paripurna istimewa dan rapat paripurna khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

(3) Dalam hal penandatanganan peraturan daerah, penetapan APBD, menghadiri pengambilan sumpah / janji Anggota DPRD dan menghadiri pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan atau pakaian Adat Melayu RiaU.

B A B  III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kedudukan Protokoler dinyatakan tidak berlaku.

B A B  IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal  13 Desember  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  18 Desember   2004

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

SYAFRI SALISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 43.

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR  19 TAHUN 2004

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPTI KARIMUN,

Menimbang 
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah;

b.
bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun.

Mengingat
:
1.
Undang – Undang Nomor  8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebgaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2.
Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 

3.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

4.
Undang – Undang Nomor 10  tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

10.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

11.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
Daerah adalah Kabupaten Karimun;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3. Bupati adalah Bupati Karimun;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;

5. Uang Refresentasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;

6. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;

7. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan  Anggota DPRD;

8. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan  anggota komisi;

9. Tunjangan Panitia Musyawarah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan  anggota panitia musyawarah;

10. Tunjangan Panitia Anggaran adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan  anggota panitia anggaran;

11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

12. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atau jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

BAB  II

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal  2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari  :

a. Uang Representasi;

b. Uang Paket;

c. Tunjangan Jabatan;

d. Tunjungan Komisi;

e. Tunjangan Panitia Musyawarah;

f. Tunjangan Panitia Anggaran;

g. Tunjangan Badan Kehormatan; dan

h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal  3

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.

(2) Ketua DPRD Kabupaten setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, Kabupaten sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD, Kabupaten.

(4) Uang Representasi Anggota DPRD, Kabupaten sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD, Kabupaten;

(5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal  4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket;

(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal  5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.

Pasal  6

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam komisi, sebagai alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut  :

a. Ketua sebesar 7,5%  (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4%  (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3 %  (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal  7

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah diberikan tunjangan Panitia sebagai berikut  :

a. Ketua sebesar 7,5%  (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4%  (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3 %  (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal  8

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Anggaran  diberikan tunjangan Panitia sebagai berikut  :

a. Ketua sebesar 7,5%  (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

c. Anggota sebesar 3 %  (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal  9

Tunjangan Badan kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan,  diberikan tunjangan sebagai berikut  :

a. Ketua paling tinggi 50%  (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

c. Anggota paling tinggi 40 %  (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal  10

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.

(3) Tunjangan kesehattan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga AsuransiKesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal  11
Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

B A B  III

UANG JASA PENGABDIAN

Pasal  12

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) bulan uang representasi;

b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;

d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;

f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi;

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  13

(1) Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

a. Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;

b.  Belanja pemeliharaan rumah jabatn beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;

c. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa Baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lammbat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

(2) Rumah Jabatan Anggota DPRD

a. Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;

b. Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;

c. Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lammbat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

(3) Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatn Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

(4)  Tunjangan Perumahan

a. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

b. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal  14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakian dinas.

(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B  IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal  15

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan Keuangan Daerah.

B A B  V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal  16

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretaris DPRD.

(2) Belanaja penhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 60   dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3)  Tunajangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Perjalanan Dinas;

d. Belanja Pemeliharaan, dan

e. Belanja Modal.

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B  VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang setingkat dengan Peraturan ini yang mengatur tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang ada, dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B  IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal  13 Desember  2004


BUPATI KARIMUN,


H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 

Pada tanggal :  18 Desember   2004

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

SYAFRI SALISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 44.
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